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BUPATI ACEH TAMIANG 
 

Rancangan 
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG 

NOMOR  24 TAHUN 2011 
 

TENTANG 

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 
BUPATI ACEH TAMIANG, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf j Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Retribusi Penyeberangan di Air merupakan salah satu jenis retribusi yang 
dapat dipungut daerah; 

b bahwa pelayanan penyeberangan di air merupakan retribusi yang 
potensial bagi pendapatan asli daerah; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Penyeberangan 
di Air; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 

Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4176); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di 
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang  Tata Cara 

Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 28); 

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan 

Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 03); 

15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 

Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27); 

16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28); 

 

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  KABUPATEN ACEH TAMIANG 

dan  

BUPATI ACEH TAMIANG 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang; 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan 
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang; 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu 
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh 
Tamiang;  

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, 
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;  

7. Sarana Sungai, Penyeberangan dan transportasi angkutan adalah Sarana Sungai, 
Penyeberangan dan transportasi angkutan yang memenuhi kelaikan dan persyaratan 
teknis; 

8. Prasarana adalah tempat kegiatan yang dibangun oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang dilengkapi dengan fasilitas 
operasional yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

9. Angkutan diperairan adalah Angkutan yang dilakukan di Sungai dan Angkutan 
Penyeberangan. 

10. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di 
sungai untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh 
perusahaan angkutan sungai. 

11. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak 
yang menghubungkan 2 (dua) tempat yang terputus karena adanya perairan untuk 
mengangkut penumpang, kendaraan serta barang. 

12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan 
tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan dibawah permukaan air, 
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

13. Usaha Angkutan Sungai adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut 
bayaran yang diselenggarakan di sungai, waduk, rawa, kanal dan terusan dengan 
menggunakan kapal sungai. 

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

17. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan 
atau pemotong Retribusi perizinan tertentu. 
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18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

21. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah 
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi. 

24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi 
daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi daerah. 

26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan  
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan jasa 
penyeberangan di air. 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau 
barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 
penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

 
Pasal 4 

 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa 
penyeberangan di air.   

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 

Retribusi Penyeberangan di Air digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. 


